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ABSTRAK

Penelitian ini membahas revenge porn sebagaibentuk kekerasan digital berbasis genderyang
tidak dapat dipisahkan dari relasi kuasa patriarkal dan dominasi simbolik atas tubuh
perempuan di ruang digital. Dalam konteks Indonesia, revenge porn sering terjadi ketika
perempuan dianggap “melanggar” ekspektasi gender dalam relasi personal, dan pelaku—
yang didominasi laki-laki—menggunakan penyebaran konten intim non-konsensual sebagai
alat penghukuman. Melalui pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus, penelitian ini
menggalipengalaman lima perempuan penyintas revenge porn dan satu pendamping korban
dari berbagai kota besar di Indonesia. Penelitian ini menyorotitiga aspek utama: dampak
trauma psikologis dan sosial yang kompleks, stigma yang dilembagakan dalam struktur
budayadan hukum, serta bentuk-bentuk perlawanan korban untuk merebut kembali kendali
atas narasi, tubuh, dan ruang digital mereka. Temuan menunjukkan bahwa trauma yang
dialami korban tidak hanya bersifat personal, tetapijuga struktural —dimediasi oleh budaya
malu, kontrol sosial, dan komunikasi yang menyudutkan. Di sisi lain, korban tidak pasif.
Mereka menunjukkan agensi dalam bentuk perlawanan naratif, adaptasi digital, serta
solidaritas dengan sesama penyintas. Penelitian ini menggunakan lensa teori feminisme
radikal dan cyberfeminism untuk memahami bagaimana tubuh perempuan dikonstruksi
sebagai objek yang bisa dikontrol melalui media dan bagaimana ruang digital juga dapat
direbut kembali sebagairuang aman dan resistensi. Hasil penelitian menekankan pentingnya
perlindungan hukum yang berpihak padakorban, literasidigital yang setara untuk perempuan
dan laki-laki, serta edukasipublik yang membongkar narasi patriarki dalam kekerasan digital.

Kata kunci: Revenge Porn, Kekerasan Digital, Trauma, Stigma, Patriarki, Perlawanan.

PENDAHULUAN

Fenomena kekerasan berbasis gender online (KBGO) telah menjadi salah satu bentuk
kekerasan seksual yang berkembang pesat seiring dengan meningkatnya penetrasi teknologi
digital di Indonesia. Salah satu bentuk KBGO yang paling mengkhawatirkan adalah
penyebaran konten intim non-konsensual, atau yang dikenal sebagai revenge porn. Dalam
konteks ini, revenge porn didefinisikan sebagai penyebaran konten visual seksual tanpa
persetujuan subjek yang bersangkutan, sering kali dilakukan oleh mantan pasangan sebagai
bentuk balas dendam, namun tidak jarang juga dilakukan oleh pihak yang tidak memiliki
relasi personal dengan korban, dengan motif lain seperti pemerasan, kontrol, atau
eksploitasi seksual (Destriannisya, 2024; Ma’sumah et al., 2024).
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Di Indonesia, kasus revenge porn meningkat tajam seiring dengan luasnya
penggunaan media sosial, terutama di kalangan generasi muda dan mahasiswa (detiknews,
2024; Komnas Perempuan, 2022). Data EMP Pusiknas Bareskrim Polri per 1 Agustus 2024
menunjukkan 321 orang menjadi korban kejahatan pornografi. Adapun jumlah perempuan
yang menjadi korban pornografi, yaitu 267 orang atau 92,38 persen dari jumlah korban
(Pusiknas Bareskrim Polri, 2024). Dalam banyak kasus di lingkungan kampus, korban tidak
hanya mengalami kerugian pribadi dan psikologis, tetapi juga menghadapi tekanan sosial,
stigma, dan hambatan hukum yang rumit (Nurdin, 2023). Konten seksual yang sebelumnya
dibagikan dalam konteks relasi yang aman dapat berubah menjadi alat kontrol dan
kekerasan ketika disebarluaskan secara publik, sering kali berdampak pada reputasi,
pendidikan, dan masa depan korban (Mauliddina et al., 2024).

Statistik menunjukkan bahwa perempuan adalah kelompok yang paling rentan. Data
Komnas Perempuan menunjukkan bahwa lebih dari 90% korban pornografi daring adalah
perempuan, dan sebagian besar kasus ini tidak dilaporkan karena takut stigma sosial dan
ketidakpercayaan terhadap sistem hukum (detiknews, 2024; Komnas Perempuan, 2022;
Miliasari et al., 2019). Fenomena ini mencerminkan relasi kuasa yang dilembagakan dalam
sistem hukum dan budaya patriarki, di mana tubuh perempuan sering kali menjadi objek
pengendalian sosial dan kriminalisasi (Sugiyanto, 2021).

Korban revenge porn tidak hanya mengalami pelanggaran privasi, tetapi juga kerap
menjadi korban kedua kalinya (double victimization), yakni dikriminalisasi atau disalahkan
oleh aparat dan masyarakat. Pertanyaan-pertanyaan seperti “Kenapa mengirim foto seperti
itu?” mencerminkan praktik victim blaming dan pengawasan moral terhadap tubuh
perempuan (Destriannisya, 2024). Dalam beberapa kasus, konten intim dijadikan alat
pemerasan atau bahkan komoditas yang diperjualbelikan, seperti dalam kasus di Bekasi yang
melibatkan ribuan gambar korban, termasuk anak-anak, yang diperjualbelikan di Telegram
(Izzuddin & Harahap, 2024; Ma’sumah et al., 2024).

Berbagai penelitian menegaskan bahwa trauma yang dialami korban revenge porn
tidak hanya bersifat personal, tetapi juga struktural dan kolektif (Frigia etal., 2024). Korban
sering mengalami depresi, kecemasan, isolasi sosial, bahkan kehilangan peluang dalam
pendidikan dan pekerjaan, akibat tekanan sosial dan stigma yang kuat (Dwikari & Fernando,
2023; Fernando et al., 2023). Masyarakat sering menyalahkan korban dengan narasi
moralistik, sementara pelaku justru lolos dari stigma serupa (Mckinlay & Lavis, 2020). Stigma
ini diperparah oleh lemahnya pemahaman hukum dan kuatnya budaya patriarki di Indonesia
(Munir et al., 2021).

Faktor lain yang memperparah situasi adalah minimnya edukasi seksual dan literasi
digital (Arsyad et al., 2023; Arsyad & Tamrin, 2023; Eshet-Alkalai, 2004; Koltay, 2011; Martin,
2008; Nugroho & Nasionalita, 2020; Park & Chang, 2024; Tamrin et al., 2024). Banyak
perempuan muda tidak memahami pentingnya privasi digital dan risiko berbagi konten
intim, sehingga lebih rentan terhadap kejahatan revenge porn (Fernando et al., 2023). Hal
ini berdampak pada rendahnya pelaporan kasus dan tingginya angka trauma psikologis,
termasuk PTSD, depresi berat, serta gangguan fisik akibat tekanan mental berkepanjangan
(Veronica & Di Giacomo, 2022)

Dalam memahami fenomena ini, teori feminisme dalam komunikasi menjadi
kerangka utama. Teoriini melihatrevenge porn sebagai bagiandari sistem dominasi patriarki
yang mengeksploitasi tubuh perempuan melalui teknologi dan media (Krijnen, 2017; Yin &
Zhang, 2024). Teori ini juga mengkritik bias komunikasi sosial dan media yang menyalahkan
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korban (victim blaming), dan mendorong pentingnya literasi media serta pendidikan kritis
agar masyarakat lebih peka terhadap ketidakadilan gender (Clarke & Olesen, 2013; Xie,
2025).

Penelitian sebelumnya yang membahas tentang revenge porn telah mengidentifikasi
bahwa fenomena ini merupakan bentuk kekerasan seksual berbasis gender yang semakin
meluas seiring perkembangan teknologi digital. Revenge porn tidak hanya melanggar privasi,
tetapi juga memberikan dampak psikologis serius seperti kecemasan, depresi, PTSD, serta
mendorong korban pada situasi isolasi sosial dan kehilangan harga diri (Dwikari & Fernando,
2023; Mauliddina et al., 2024; Veronica & Di Giacomo, 2022). Selain itu, korban revenge porn
seringkali mengalami penderitaan berlapis seperti stigma sosial, pelecehan verbal, dan
tekanan untuk berdamai dengan pelaku yang justru didukung oleh lingkungan sekitar
(Dipayana & Pidada, 2024; Munir et al.,, 2021; Xie, 2025). Di lingkungan media sosial,
diskursus revenge porn terpolarisasi; ada kelompok yang masih mengedepankan victim-
blaming secara terselubung dan ada juga yang mendorong empati serta pembelaan bagi
korban (Cdécera, 2024; Murca et al., 2024).

Dari sisi hukum, perlindungan terhadap korban revenge porn dianggap belum
optimal. Meski Indonesia telah memiliki UU TPKS, implementasinya masih terhambat oleh
rendahnya pemahaman aparat hukum terhadap kekerasan digital (Dinantira, 2024;
Ma’sumabh et al., 2024; Salsabila & Maharani, 2024). Studi di Kenya juga menyoroti lemahnya
regulasi hukum yang memperparah ketidakadilan bagi korban (Wanjiku, 2021), sedangkan
di Kanada, meskipun revenge porn telah dikriminalisasi, bias gender dalam sistem peradilan
masih menjadi tantangan serius (Aikenhead, 2021). Penelitian lainnya mengungkap bahwa
pandangan publik tentang revenge porn pun cenderung bias, di mana perempuan yang
mengambil dan mengirimkan gambar sendiri dinilai kurang layak untuk mendapatkan
perlindungan hukum (Lageson et al., 2019). Selain itu, penelitian feminis memperlihatkan
bagaimana budaya male gaze dan praktik voyeurisme dalam media memperkuat posisi
perempuan sebagai objek yang sah untuk dikonsumsi dan dipermalukan secara publik
(Kempton, 2020). Dalam kerangka feminisdigital, perlawanan korban revenge porn terwujud
melalui upaya membangun literasi digital, edukasi hukum, serta solidaritas komunitas
sebagai bentuk reclaiming ruang digital dari dominasi patriarkal (Emilee Eikren & Mary
Ingram-Waters, 2016).

Dari latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara
mendalam trauma psikologis dan stigma sosial yang dialami perempuan korban revenge
porn sebagai salah satu bentuk kekerasan digital berbasis gender. Dalam konteks hubungan
yang telah berakhir, revenge porn kerap digunakan oleh mantan pasangan sebagai sarana
untuk mempermalukan perempuan di ruang publik digital. Selain itu, penelitian ini juga
berupaya mengidentifikasi bentuk-bentuk perlawanan yang dilakukan perempuan korban
revenge porn dalam menghadapi tekanan sosial dan dominasi patriarkal. Dengan mendalami
narasi korban dan cara mereka bertahan, studi ini tidak hanya menyoroti dimensi
penderitaan, tetapi juga menekankan pentingnya ruang kolaborasi perempuan dalam
membangun ruang digital yang lebih aman dan adil.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus
(Creswell & Poth, 2018) untuk menggali secara mendalam pengalaman perempuan korban
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revenge porn di Indonesia. Fokus utama penelitian diarahkan pada tiga aspek utama, yaitu
trauma psikologis, stigma sosial, serta bentuk-bentuk perlawanan yang dilakukan oleh
korban terhadap kekerasan digital berbasis gender.

Pemilihan desain studi kasus memungkinkan eksplorasi yang kaya terhadap dinamika
personal dan sosial yang dialami korban, serta cara mereka memaknai pengalaman
kekerasan tersebut (Mulyana, 2018). Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara
mendalam, observasi langsung, dan analisis dokumen (Creswell & Poth, 2018). Wawancara
dilakukan terhadap lima penyintas (dengan inisial V, W, X, Y, dan Z) serta satu orang
pendamping korban dari komunitas pendukung perempuan di salah satu kota besar di
Indonesia.

Penelitian ini menerapkan prinsip trauma-informed research untuk memastikan
proses penelitian tidak memperburuk kondisi emosional partisipan. Prinsip ini menekankan
pentingnya keamanan psikologis, transparansi proses, serta otonomi partisipan dalam
berbagi cerita mereka (Creswell & Poth, 2018). Seluruh partisipan diberikan penjelasan
komprehensif mengenai tujuan dan dampak potensial penelitian sebelum menyetujui untuk
berpartisipasi. Identitas mereka disamarkan untuk menjaga privasi dan kenyamanan selama
proses berlangsung.

Selain wawancara, peneliti juga melakukan observasi langsung terhadap perilaku
digital dan interaksi sosial penyintas untuk menangkap ekspresi fenomenologis dari trauma
yang mereka alami. Observasiini memperkaya pemahaman tentang bagaimana pengalaman
kekerasan digital termanifestasi dalam kehidupan sehari-hari (Mulyana, 2018), termasuk
dalam cara korban menggunakan teknologi dan membangun kembali kepercayaan diri.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan analisis data dari wawancara mendalam dengan lima penyintas revenge porn
(inisial V, W, X, Y, dan Z) dan satu pendamping korban, penelitian ini mengidentifikasi tiga
tema utama:

1. Trauma Psikologis dan Sosial

Revenge porn dan bentuk-bentuk Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) lainnya
adalahbentuk kekerasan yang sangat nyata, meskipun tidak selalu menampakkan bekas luka
fisik. Dampaknya sering kali diabaikan karena dianggap "tidak terlihat". Padahal, kekerasan
ini menimbulkan luka yang sangat dalam dan berlapis dalam jiwa korban (Gillespie, 2015).
Traumayang muncul tidak berhenti pada reaksi emosional sesaat, melainkan menjadi proses
panjang yang menggerus rasa aman, harga diri, dan kendali atas hidup korban itu sendiri.
Untuk memahami kedalaman trauma ini, kita tidak bisa hanya menggunakan kacamata
psikologi individual. Perspektif feminis, khususnya feminisme radikal dan cyberfeminism
(Krijnen, 2017; Lamartine & Cerqueira, 2023; Wajcman, 2004), membuka ruang untuk
memahami bahwa revenge porn bukan sekadar konflik personal atau drama asmara,
melainkan bagian dari sistem kekuasaan yang lebih luas, yaitu patriarki digital.

Dalam struktur sosial yang maskulin dan seksis, tubuh perempuan bukan hanya
dilihat sebagai obyek seksual, tetapi juga sebagai alat untuk mengontrol, menaklukkan, dan
menghukum. Dalam konteks revenge porn, penyebaran atau ancaman penyebaran konten
intim adalah bentuk kekerasan simbolik yang dijelaskan oleh (Bourdieu, 1991) yang
bertujuan untuk mempermalukan dan membungkam perempuan. Ini adalah ekspresi dari
apa yang disebut bell hooks sebagai dominasi patriarki, praktik kekuasaan yang mengakar
dalam kehidupan sehari-hari dan memaksa perempuan tunduk dengan cara yang sangat
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halus, namun menyakitkan (Hooks, 1984). Teknologi digital dalam hal ini berperan sebagai
alat yang memperluas dan memperkuat cengkeraman kekuasaan tersebut. Melalui media
sosial, pelaku bisa mengawasi, mengontrol, bahkan menghancurkan identitas korban tanpa
perlu menyentuhnya secara fisik (Wajcman, 2004).

Dari hasil wawancara dengan para informan, tampak jelas bahwa ancaman dan
pengalaman revenge porn menimbulkan gelombang trauma yang sangat nyata. InformanY
misalnya, menggambarkan perasaan awalnya sebagai kepanikan yang luar biasa. la diancam
oleh mantan pasangan untuk menyebarkan foto-foto intim setelah mengetahui ada pria lain
yang mendekatinya. "Panik," katanya singkat. Perasaan ini juga dialami informan X yang
menggambarkan bahwa dirinya merasa "panik dan tidak percaya" saat foto pribadinya tiba-
tiba dikirimkan dari nomor asing. Momen tersebut adalah titik pecah, di mana sesuatu yang
sangat privat berubah menjadi alat untuk mengancam. Rasa percaya yang dulu diberikan
pada pasangan, kini berbalik menjadi ketakutan. Reaksi ini sejalan dengan apa yang dise but
dalam literatur sebagai trauma primer: kondisi shock psikologis akibat pelanggaran batas
personal yang ekstrem (Ford & Courtois, 2020).

Setelah gelombang awal kepanikan, korban memasuki fase kecemasan. Ketakutan
mereka tidak hanya soal konten yang tersebar, tetapi tentang kemungkinan kehilangan
pekerjaan, putusnya hubungan dengan keluarga, hingga gangguan sosial. Informan Z
menyatakan, "Takut kuliah saya terhenti, dan terutama khawatir dengan reaksi orang tua".
Ketakutan ini juga masuk ke dalam ruang publik: informan X menjadi takut berada di tempat
umum dan mulai menghindari keluar rumah sendirian. Ketakutan yang terus-menerus ini
bisa berkembang menjadi gangguan stres pasca-trauma (PTSD), kecemasan sosial, dan
bahkan depresi berat (Gill, 2024; Wanjiku, 2021).

Lebih dari itu, revenge porn merampas kontrol korban atas hidup mereka. Informan
Z adalah contoh, dimana la mengalami peretasan hampir semua akun digitalnya: WhatsApp,
Instagram, TikTok, bahkan email dan iCloud. Semua hal yang semestinya bersifat pribadi kini
dimiliki oleh pelaku. "Setiap kesalahan langsung ketahuan," katanya. Ini adalah bentuk
dominasi total yang bahkan melebihi pengawasan fisik. Dalam kerangka teori feminis, ini
adalah bentuk deprivasi agensi di mana tubuh dan pikiran korban tidak lagi se penuhnya
miliknya (Hurley, 2023; Krijnen, 2017; Xie, 2025). bell hooks menekankan bahwa bentuk
paling parah dari dominasi adalah ketika seseorang tidak lagi percaya bahwa dirinya punya
pilihan (Hooks, 1984). Informan Z sempat mengatakan bahwa satu-satunya cara
menghentikan penyiksaan mental dari pelaku adalah dengan menyakiti diri sendiri. Ini
mencerminkan betapa rusaknya struktur mental dan emosional korban saat kontrol
terhadap hidupnya diambil secara paksa.

Trauma ini tidak hanya berdimensi psikologis, tetapi juga sosial. Tekanan dari
lingkungan bisa memperparah luka yang sudah ada (BBC Newsbeat, 2015; Kempton, 2020;
Lageson et al., 2019; Najdowski & Hildegrand, 2014). Banyak korban tidak mendapatkan
dukungan yang cukup dari orang sekitar. Bahkan, ada yang justru menjadi korban dari
"viktimisasi sekunder", yaitu perlakuan menyalahkan korban (victim-blaming) yang datang
dari masyarakat (Cdcera, 2024; Gill, 2024). Stigma sosial terhadap perempuan yang "berani"
membuat foto intim atau "tidak menjaga diri" masih sangat kuat. Ini membuat banyak
korban memilih diam. Informan X hanya bercerita kepada kakak sepupunya. InformanY
hanya kepada dua sahabat. Informan Z pun awalnya hanya berani berbicara kepada satu
orang yang ia percaya. Lingkaran aman mereka sangat sempit, dan ini menunjukkan
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bagaimana sistem sosial kita masih gagal menciptakan ruang aman bagi perempuan (Mason,
2016).

Pengaruh stigma ini juga menciptakan dilema besar: jika mereka berbicara, mereka
takut dijudge; jika mereka diam, rasa sakit itu terus menggerogoti. Budaya patriarki,
sebagaimana dijelaskanViolin & Nafi (2022), memang kerap menyalahkan perempuan dalam
kasus kekerasan seksual, termasuk di ranah digital. Padahal, persetujuan untuk berbagi
konten secara privat bukanlah persetujuan untuk menyebarkannya ke publik.
Ketidakmampuan masyarakat membedakan dua hal ini membuat trauma korban semakin
dalam (Violin & Nafi, 2022).

2. Stigma dan Kontrol Sosial

Stigmaterhadap korban kekerasan digital bukan hanya produk daripersepsi individu,
melainkan bagian dari mekanisme kontrol sosial yang berakar dalam budaya patriarki. la
bekerja secara halus namun sangat efektif dalam membungkam suara korban dan
mengembalikan mereka pada posisi subordinat. Melalui wawancara dengan para informan,
tampak bahwa banyak korban tidak hanya menghadapi kekerasan dari pelaku, tetapi juga
dari lingkungan sosial yang menyalahkan, mencurigai, dan bahkan memusuhi mereka.

Informan X mengakui bahwa ia enggan bercerita kepada orang-orang terdekat
karena takut akan penilaian negatif. Rasa malu yang dirasakannya bukan hanya karena
konten yang disebar, tetapi juga karena takut disalahkan. “Saya malu. Takut orang-orang
lihat saya beda. Seakan-akan saya yang salah karena pernah ngirim foto itu,” ungkapnya.
Ketakutan ini bukan hal yang irasional. Dalam banyak kasus, masyarakat justru
menempatkan korban sebagai pihak yang harus bertanggung jawab atas penyebaran
konten, dengan narasi: "kan kamu yang kirim, kenapa harus panik?". Padahal, sebagaimana
ditekankan dalam teori feminis, consent untuk membuat atau membagikan gambar dalam
konteks personal tidak bisa disamakan dengan consent untuk menyebarkannya ke publik
(Cocera, 2024).

Sementara itu, informanZ menambahkan lapisanyang lebih dalam terkaitstigma dari
keluarga. la menyebut bahwa keluarganya yang konservatif akan melihat kasus ini bukan
sebagai bentuk kekerasan, melainkan sebagai aib keluarga. “Takut banget kalau orang tua
tahu. Mereka pasti anggap ini salahku. Bukan dia yang salah, tapi aku,” ujarnya. Ini
mencerminkan kuatnya norma kehormatan dalam keluarga patriarkal yang menganggap
tubuh dan perilaku perempuan sebagai cerminan moralitas keluarga. Dalam budaya seperti
ini, perempuan dibebani dengan tanggung jawab untuk menjaga citra dan kehormatan,
bahkan ketika mereka menjadi korban. Alih-alih mendapatkan perlindungan, korban justru
diisolasi secara moral (News, 2020; The Irish Times, 2019).

Stigma ini juga meluas ke lembaga-lembaga formal seperti kepolisian. Seorang
pendamping korban yang diwawancarai menyatakan bahwa dalam beberapa kasus, korban
justru mendapatkan pertanyaan atau komentar bernada menyalahkan dari aparat. “Masih
banyak yang berpikir patriarkal. Bilangnya, ‘kenapa kirim-kirim begituan?’, bukannya fokus
ke pelakunya,” ujar pendamping tersebut. Halini menggambarkanbagaimana sistem hukum
belum sepenuhnya berpihak pada korban, dan justru mereproduksi kekerasan melalui
prosedur yang bias gender. McKinlay dan Lavis (2020) menyebutnya sebagai bentuk
structural stigma, yaitu ketika lembaga-lembaga sosial ikut memperkuat diskriminasi
terhadap kelompok yang sudah rentan (Mckinlay & Lavis, 2020).

Kondisi ini sesuai dengan konsep symbolic violence dari Pierre Bourdieu, di mana
kekuasaan bekerja melalui mekanisme simbolik dan budaya—menjadikan ketimpangan dan
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penindasan tampak “alami” atau “pantas.” Ketika perempuan dipermalukan karena
tubuhnya, atau karena pengalaman digitalnya, masyarakat sedang menjalankan kekuasaan
simbolik yang membuat korban merasa bersalah atas kekerasan yang mereka alami
(Bourdieu, 1991).

Namun, penting pula dipahami bahwa stigma tidak selalu muncul dalam bentuk
langsung. la bisa berupa tatapan, diamnya orang-orang terdekat, perubahan sikap, atau
ekspektasi bahwa korban sebaiknya menarik diri dari ruang publik. Informan X mengaku
merasa tak nyaman karena teman-temannya mulai menghindar atau terlalu mengatur
pergerakannya. “Mereka bilang mau jaga saya, tapi rasanya seperti dikekang. Jadi makin
ngerasa sendirian.” Ini menandakan bahwa bahkan perlakuan yang terlihat “melindungi”
pun bisa menjadi bagian dari kontrol sosial yang justru memperlebar tekanan.

3. Upaya Perlawanan Perempuan dalam Trauma dan Stigma Sosial

Di tengah tekanan sosial, rasa takut, dan ancaman digital, muncul satu dimensi
penting yang tidak boleh diabaikan: perlawanan. Dalam banyak kasus, perempuan penyintas
kekerasan digital tidak hanya menjadi objek penderitaan, tetapi juga menjadi subjek yang
aktif menyusun ulang kekuatan mereka. Perlawanan ini tidak selalu muncul dalam bentuk
yang besar atau heroik, tetapi justru dalam tindakan-tindakan harian yang bersifat tegas dan
berani.

Salah satu contoh perlawanan paling gamblang datang dariInforman Y. Saat diancam
akan disebarkan konten pribadinya, ia tidak mundur. Sebaliknya, ia memberikan respons
yang sangat kuat: “Kalau kamu nyebarkan itu, ya udah kita sama-sama hancur, saya tidak
takut. Kamu akan saya laporkan ke polisi, dan yang paling penting, setelah saya laporkan,
kamu tidak akan lihat saya hidup.” Meskipun pernyataan itu terdengar ekstrem, konteksnya
bukanlah keputusasaan semata, tetapi sebuah bentuk konfrontasi balik terhadap pelaku. Ini
adalah cara Informan Y mengambil kembali kontrol atas hak dan hidupnya. Dalam observasi,
Y menunjukkan gaya komunikasi yang tegas dan ekspresif, dengan intonasi suara yang naik
serta gerakan tangan yang aktif saat membahas momen itu. Gestur ini mencerminkan
keberanian yang bukan hanya emosional, tetapi juga komunikatif.

Perlawanan juga muncul dalam bentuk-bentuk adaptasi melanjutkan hidup dan
menggunakan media sosial. Informan X dan Z menyebutkan bahwa mereka mengubah cara
mereka menggunakan media sosial. Mereka menghapus platform yang tidak nyaman,
berhenti membagikankehidupan pribadi, dan lebih selektif dalam berinteraksi secara digital.
Tindakan ini menunjukkan bahwa perempuan tidak serta merta mundur dari ruang digital,
tetapi mereka berusaha merebut kembali kendali dengan cara-cara yang sesuai dengan
konteks dan kapasitas mereka .

Pendamping korban juga memainkan peran penting dalam mendorong perlawanan
yang lebih luas. Dalam wawancara, beberapa pendamping menyebut bahwa mereka tidak
hanya fokus pada pemulihan psikologis, tetapi juga pada pendidikan publik. Mereka aktif
menyuarakan isu kekerasan digital di forum komunitas, media sosial, hingga ruang-ruang
pelatihan. Tujuannya adalah menciptakan kesadaran kolektif tentang hak digital, konsep
persetujuan, dan pentingnya solidaritas antarkorban. Ini memperlihatkan bagaimana
perjuangan melawan KBGO bukan hanya soal individu, tapi juga soal membangun gerakan
kolektif yang mendorong perubahan budaya (Setterfield, 2019; Wanjiku, 2021).
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Semua bentuk ini, baik konfrontasi langsung, strategi digital, maupun advokasi
publik, bisa dibaca sebagai bentuk komunikasi emansipatoris dalam kerangka teori
komunikasi kritis. Menurut Habermas (1981), komunikasi yang ideal adalah komunikasi yang
bebas dari dominasi dan memungkinkan partisipasi sejajar(Habermas, 1984). Sementara
Freire (1970) menekankan bahwa suara kaum tertindas harus menjadi alat pembebasan,
bukan sekadar ekspresi penderitaan. Dalam konteks ini, perempuan penyintas tidak hanya
sedang "melawan pelaku", tetapi juga sedang melawan narasi sosial yang selama ini
membungkam mereka. Ketika mereka bicara, bereaksi, dan berstrategi, mereka sedang
menolak diam dan menolak tunduk (Freire, 2005).

Bentuk perlawanan ini juga menjadi penting untuk gambaran perempuan sebagai
korban yang pasif. la memperlihatkan bahwa agensi bisa muncul dari luka. Seperti yang
digambarkan Cdécera (2024), pengalaman kekerasan bisa menjadi titik balik di mana
perempuan membangun narasi kekuatan dari pengalaman traumatis. Perlawanan bukan
hanya soal menghindari bahaya, tetapi juga tentang menyusun ulang makna diri, merebut
kembali ruang digital, dan membentuk solidaritas baru (Cécera, 2024).

Dalam wawancara, informan Y menunjukkan bahwa setelah insiden tersebut, ia
justru aktif menyemangati korban lain. “Gue udah lewatin ini — lo pasti bisa lawan. Yang
penting jangan diam aja!” katanya. Ini adalah bentuk sisterhood yang menjadi kekuatan dari
gerakan feminis: perempuan mendukung perempuan, saling mendengarkan, dan saling
memperkuat. Di sini, komunikasi bukan sekadar alat berbagi cerita, tapi juga medium
perjuangan.

Perlawanan para korban dalam menghadapi kekerasan digital menunjukkan bahwa
kendati tubuh dan ruang privat mereka telah diserang, suara mereka tidak sepenuhnya
hilang. Justru dari luka itulah, muncul kekuatan yang melawan, menyusun ulang identitas,
dan membuka ruang baru bagi keberdayaan.

Kajian Menyeluruh: Trauma, Stigma, dan Perlawanan Korban Revenge Porn di Indonesia

Revenge porn bukanlah sekadar kejahatan digital atau persoalan interpersonal,
melainkan cerminan relasi kekuasaan yang dibentuk oleh struktur patriarki dan dimediasi
oleh teknologi. Dalam konteks Indonesia, penyebaran konten intim tanpa persetujuan
merupakan manifestasi dari kekerasan berbasis gender online (KBGO) yang kian mengakar
di tengah rendahnya literasi digital, lemahnya perlindungan hukum, dan dominasi budaya
yang menyalahkan korban. Ini bukan sekadar tentang penyebaran gambar, tetapi tentang
upaya sistemik untuk menghukum perempuan atas kontrol yang mereka ambil terhadap
tubuh dan narasi hidupnya sendiri (Fernando et al., 2023; Kempton, 2020)

Dalam pandangan feminisme, revenge porn adalah tindakan politis, bukan sekadar
tindakan kriminal personal. la digunakan sebagai mekanisme untuk mengembalikan
subordinasi perempuan melalui rasa malu dan kontrol. Ketika seorang perempuan
mengakhiri hubungan atau menuntut otonomi, konten intim yang sebelumnya dibagikan
secara konsensual seringkali dijadikan alat untuk menghukum dan mempermalukan. Ini
menunjukkan bahwa tubuh perempuan dalam budaya patriarki masih diposisikan sebagai
ruang publik, bukan privat—ia adalah medium kekuasaan dan pengawasan (Nurdin, 2023;
Putu & Arisanti, 2023; Sugiyanto, 2021; Wahyuni & Saputra, 2022)

Dari sisi komunikasi, revenge porn mengoperasikan kekuasaan tidak hanya melalui
representasi tubuh, tetapi juga melalui pesan-pesan yang dikonstruksi di ruang digital dan
sosial. Komunikasi yang bersifat koersif, baik dalam bentuk ancaman, intimidasi, maupun
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penyebaran konten merupakan bentuk komunikasi kekerasan yang membungkam suara
korban, menciptakan trauma, dan memanipulasi korban. Konsep symbolic violence dari
Bourdieu sangat relevan di sini: kekerasan dilakukan bukan melalui tindakan fisik, tetapi
melalui representasi, kata-kata, dan ekspektasi sosial yang tampak "alami" namun sangat
menindas (Bourdieu, 1991).

Wawancara dengan para korban menunjukkan bahwa gelombang awal dari
kekerasan ini adalah trauma psikologis yang berupa panik, ketakutan, dan rasa kehilangan
kendali atas tubuh dan privasi mereka. Informan Y menggambarkan perasaan “panik luar
biasa” saat mengetahui dirinya diancam oleh mantan pasangan; sedangkan Informan X
mengalamishock saat kontennya dikirimkan darinomor asing. Ini bukan sekadar kecemasan,
melainkan trauma akibat pelanggaran privasi dan ancaman reputasi sosial yang ditanamkan
dalam budaya malu dan kehormatan perempuan (Dipayana & Pidada, 2024; Puspitosari &
Kusumaningrum, 2021; Sintia, 2021)

Namun, masalah psikologis ini diperparah oleh trauma sosial: stigma dan victim-
blaming dari masyarakat, teman, bahkan keluarga. Perempuan korban revenge porn tidak
hanya disalahkan karena menjadi korban, tetapi juga karena “gagal menjaga diri” —narasi
yang dengan efektif mengalihkan kesalahan dari pelaku ke tubuh perempuan itu
sendiri(Akhtar & Bhowmik, 2025; Cocera, 2024). Dalam komunikasi antarpribadi, stigma ini
muncul dalam bentuk tatapan, penghakiman diam-diam, dan ekspektasi bahwa korban
harus menarikdiri dariruang sosial. Ini menciptakan bentuk laindari kekerasan simbolik yang
memaksa korban bungkam atau menyalahkan diri sendiri (DeVito, 2018).

Dalam beberapa kasus, bentuk trauma ini berkembang menjadi trauma bonding,
yaitu kondisi psikologis di mana korban tetap merasa terikat secara emosional pada pelaku
yang mengancam atau menyakitinya. Dalam salah satu kisah, korban justru merasa “kasihan
terhadap pacarnya” dan memilih untuk menghentikan proses hukum dan kembali menjalin
hubungan. Ini bukan sekadar perasaan pribadi, melainkan hasil dari manipulasi psikologis
yang dilakukan melalui komunikasi berulang, permohonan, dan muncul iba dari perempuan
(Wollstonecraft, 2011).

Namun demikian, penting untuk menyoroti bahwa para korban revenge porn
bukanlah individu yang “tidak bisa apa-apa”. Dalam kerangka komunikasi dan feminisme,
setiap bentuk perlawanan, baik verbal, digital, maupun naratif, adalah upaya konstruktif.
Informan Y, misalnya, menunjukkan bentuk komunikasi asertif dengan mengancam balik
pelaku: “Kalau kamu nyebarin itu, kita sama-sama hancur.” Ini bukan sekadar respons
emosional, tetapi bentuk pengambilan hak dan hidupnya, suatu tindakan speech act yang
memiliki dimensi politis dan transformasional (Brown, 2004; Feminisminindia.com, 2022;
Violin & Nafi, 2022)

Perlawanan juga terjadi dalam bentuk rekonstruksi narasi diri dan adaptasi digital.
Informan V, X, dan W, misalnya, mengubah cara mereka menggunakan media sosial,
membatasi eksposur, dan menjadi lebih selektif terhadap informasi personal yang dibagikan.
Dalam kerangka cyberfeminism, ini adalah bentuk perebutan kembali ruang digital yang
telah dikolonisasi oleh kekerasan patriarkal (Klein & D’Ignazio, 2024; Lamartine & Cerqueira,
2023; Wajcman, 2004). Mereka tidak meninggalkan teknologi, tetapi membentuk ulang cara
berinteraksi untuk menjaga keamanan.

Pendamping korban juga memainkan peran penting dalam membangun solidaritas
dan perlawanan kolektif. Dengan menyebarkan edukasi tentang consent, literasi digital, dan
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kesadaran gender, mereka menciptakan ruang wacana alternatif yang menantang narasi
dominan patriarki. Dalam hal ini, komunikasi bukan hanya alat penyembuhan, tetapi juga
media perlawanan. Seperti ditegaskan oleh (Cdcera, 2024; Gill, 2024; Mason, 2016; McLean
et al., 2019; Rapp, 2001; Ureta et al., 2021), advokasi berbasis pengalaman adalah bentuk
perlawanan yang paling kuat karena merebut narasi publik dari tangan pelaku dan sistem
yang menyokong mereka.

Pengalaman korban revenge porn di Indonesia tidak hanya menggambarkan
penderitaan individual, tetapi juga menunjukkan kompleksitas sistem kekuasaan yang
bekerja melalui teknologi, budaya, dan komunikasi. Trauma dan stigma bukanlah akhir dari
ceritamereka. Dalam setiap kata, setiap perubahan perilakudigital, dan setiap langkah untuk
bersuara, terdapat perlawanan yang harus didukung, diberdayakan, dan dihormati oleh
sistem hukum, media, dan masyarakat. Untuk itu, solusi terhadap revenge porn haruslah
melampaui pendekatan hukum. la harus menyasar akar kekuasaan patriarki dalam
komunikasi sosial dan digital, serta membangun sistem dukungan berbasis empati, edukasi,
dan literasi kritis yang memulihkan korban dan menantang pelaku.

KESIMPULAN

1. Revenge Porn sebagai Manifestasi Kekuasaan Patriarki dalam Ruang Digital

Penelitian ini menegaskan bahwa revenge porn tidak dapat dipahami hanya
sebagai tindakan kriminal individual atau kesalahan dalam relasi personal. Ia adalah
bentuk kekerasan berbasis gender yang berakar pada struktur sosial patriarkal dan
difasilitasi oleh kecanggihan teknologi digital. Dalam konteks Indonesia yang masih
sangat dipengaruhi budaya malu, norma konservatif, dan minimnya literasi digital,
penyebaran konten intim non-konsensual menjadi sarana yang sangat efektif untuk
menghukum perempuan yang dianggap “melanggar” norma, terutama dalam relasi
yang telah putus atau ketika perempuan menunjukkan kemandirian atas tubuh dan
kehidupannya.

Fenomena ini menggambarkan bagaimana tubuh perempuan menjadi arena
kekuasaan yang dikontrol melalui media dan komunikasi. Melalui tindakan revenge
porn, pelaku tidak hanya mempermalukan, tetapi juga menciptakan dominasi
emosional dan sosial terhadap korban. Ketika tubuh korban diubah menjadi objek
tontonan publik tanpa persetujuan, maka kontrol atas tubuh dan identitas pun turut
dirampas. Dalam banyak kasus, kontrol ini bahkan berlanjut dalam bentuk
pengawasan digital penuh, peretasan akun, serta intimidasi verbal—menciptakan
bentuk kekerasan yang menyeluruh: fisik, psikis, sosial, dan digital.

Bentuk kekerasan ini menimbulkan trauma yang berlapis. Korban tidak hanya
mengalami kepanikan sesaat, tetapi juga kecemasan jangka panjang, pengucilan
sosial, serta ketakutan akan dampak terhadap masa depan pendidikan, pekerjaan,
dan relasi sosial. Luka psikologis ini diperparah dengan tekanan sosial berupa stigma
dan victim blaming, yang dalam praktiknya menempatkan korban sebagai penyebab
dari kekerasan yang menimpa mereka. Dalam masyarakat yang masih lekat dengan
nilai moralistik yang bias gender, korban lebih sering dibungkam daripada dilindungi.

2. Perlawanan Korban dan Pentingnya Komunikasi Empatik
Meskipun dihadapkan pada sistem yang tidak ramah korban, penelitian ini
menemukan bahwa para perempuan penyintas revenge porn tetap menunjukkan
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bentuk-bentuk perlawanan yang penting dan memberdayakan. Perlawanan ini hadir
dalam berbagai bentuk: mulai dari keberanian untuk mengancam balik pelaku,
mencari dukungan sosial, mengubah perilaku digital, hingga merekonstruksi narasi
hidup mereka dari cerita penderitaan menjadi kisah penyembuhan.

Tindakan protektif seperti membatasi aktivitas di media sosial atau menjadi
lebih bijak dalam penggunaan teknologi adalah bentuk adaptasi yang tidak hanya
reaktif, tetapi juga strategis dalam merebut kembali ruang digital mereka. Dalam
kerangka cyberfeminism, tindakan ini merepresentasikanklaim ulang terhadap ruang
yang sebelumnya dijadikan alatkekerasan. Selainitu, keberanian untuk berbicaradan
mendukung korban lain juga merupakan wujud dari solidaritas perempuan
(sisterhood) yang menjadi fondasi utama perlawanan terhadap sistem kekerasan
patriarkal.

Dalam konteks komunikasi, kekerasan digital ini membungkam korban
melalui ancaman dan stigma, tetapi para korban juga menggunakan komunikasi
sebagai alat untuk melawan. Komunikasi asertif, narasi penyembuhan, dan edukasi
berbasis pengalaman menjadi cara untuk membalikkan posisi mereka dari objek
kekerasan menjadi subjek perubahan. Ini menunjukkan pentingnya menciptakan
ekosistem komunikasi yang empatik—di mana korban dapat bersuara tanpa takut
disalahkan, dan di mana pengalaman mereka dihargai sebagai sumber pengetahuan
untuk transformasi sosial.

3. Rekomendasi: Kebijakan Ruang Aman, Hukum Berkeadilan, dan Literasi Digital Inklusif

Berdasarkan temuan penelitian dan refleksi teoretis, ada beberapa saran
penting yang perlu dipertimbangkan dalam merespons revenge porn secara lebih
adil, inklusif, dan manusiawi:

- Pertama, negaradan institusisosial harus menciptakan ruang aman bagisemuaindividu
untuk mengekspresikan diri, bereksistensi, dan menggunakan teknologi tanpa takut
menjadi korban kekerasan atau penghakiman. Ruang aman ini tidak hanya berbentuk
kebijakan formal, tetapi juga budaya komunikasi publik yang empatik, tidak
menyalahkan korban, dan menghargai hak atas privasi serta tubuh.

- Kedua, dibutuhkan hukum yang tegas terhadap pelaku, terutama laki-laki, yang selama
ini dominan sebagai pelaku revenge porn. Namun demikian, penegakan hukum harus
tetap memperhatikan kondisi psikologis korban. Mekanisme pelaporan, penyelidikan,
hingga peradilan harus berperspektif trauma dan keadilan restoratif, bukan sekadar
hukuman retributif yang berisiko memperparah luka korban. Aparat penegak hukum
perlu diberikan pelatihan kesadaran gender dan literasi kekerasan digital agar dapat
bertindak adil dan profesional.

- Ketiga, negara, lembaga pendidikan, dan masyarakat sipil harus mendorong literasi
digital yang berperspektif gender. Literasi ini tidak boleh hanya menyasar perempuan,
tetapi juga harus diarahkan kepada laki-laki sebagai kelompok yang dominan dalam
produksidan penyebaran kekerasan digital. Edukasidigital harus mengajarkan tentang
etika daring, konsep consent, serta tanggungjawab penggunaan teknologi. Ini penting
agar tidak ada lagi narasi “kan kamu yang kirim,” melainkan kesadaran kolektif bahwa
menyebarkan tanpa izin adalah bentuk kekerasan serius.

- Terakhir, semoga tulisan ini menjadi pengingat bersama—baik untuk laki-laki maupun
perempuan—bahwa tubuh perempuan bukan objek yang bisa dimiliki atau
dikendalikan oleh siapa pun. Perempuan berhak menentukan batasnya sendiri, dan
ketika batas itu dilanggar, masyarakat harus berdiri di sisinya. Perempuan juga perlu
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terus didorong untuk beranimenolak, bersuara, dan melawan segala bentuk kekerasan
digital dan kekuasaan yang membungkam. Karena hanya dengan suara perempuan
yang didengar dan dihormati, keadilan yang sejati bisa terwujud.
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